
   

 

 

 

 

BUPATI MANOKWARI 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI 

NOMOR 186 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021–2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI MANOKWARI, 
  

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yang 

menyebabkan perubahan program dan indikator program 

kegiatan, perlu  penyesuaian Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kabupaten Manokwari; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari Tahun 2021–

2026; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-

Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);  

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah 

SALINAN 



dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4250; 

  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2008); 

  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

   10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

   11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor     165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6617); 

  17. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwai Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Air Tanah; 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan 

Bantuan; 

  23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun  2016 Tentang Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1); 

 

 



               MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DPM-

PTSP KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021–2026 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 

2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Manokwari 

Tahun 2021–2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode Tahun 2021–2026 

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur. 

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. 

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. 

12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang 

dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan Daerah. 

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai 



masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jasa. 

14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan dalam satu program. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN  

 
Pasal 2 

 

Renstra DPM-PTSP Tahun 2021–2026 merupakan perencanaan pembangunan 
5 (lima) tahun DPM-PTSP sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021–2026 

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 19 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021–2026. 
 

Pasal 3 

(1) Renstra DPM-PTSP disusun berdasarkan tugas dan fungsi. 

(2) Renstra  DPM-PTSP meliputi: 

a. urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pendidikan; 

dan 

b. urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Urusan 

Kebudayaan. 

 
BAB III 

FUNGSI RENSTRA  
 

Pasal 4 
 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, 
program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan 
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan 

sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan 
bersifat indikatif.  

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. 

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun 

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. 
 

Pasal 5 

Sistematika Dokumen Renstra DPM-PTSP Tahun 2021-2026 memuat tentang: 



BAB I PENDAHULUAN  

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

BAB VIII PENUTUP 

 
BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 6 
 

(1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra pada 

DPM-PTSP. 
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk diverifikasi. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari. 

 

Ditetapkan di Manokwari  

Pada tanggal 1 September 2022 
BUPATI MANOKWARI,  

 
  CAP/TTD 

 
 

HERMUS INDOU 

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 1 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
 

   CAP/TTD   
      
 

HENRI SEMBIRING 
 
BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 186 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

 

 

NUNING DWI LESTARI 

PENATA 

NIP. 19760110 201004 2 004 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


